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PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TENTANG PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI PERIZINAN
TERTENTU

Abstrak : a. Bahwa Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau
pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh
Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan, Perizinan Tertentu
adalah Kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada
orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan,
pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta
penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu
guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan dan
dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah maka Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon yang
mengatur tentang Retribusi Jasa Usaha perlu disesuaikan.

a. Dasar hukum: Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan
Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Provinsi Djawa Barat, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan,
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah,
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, Undang-Undang Nomor 26
Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009
tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009
tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota, Peraturan Pemerintah Nomor  19 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai
Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 53 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah



Nomor  19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta
Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi,
Peraturan Pemerintah Nomor  69 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian dan
Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan
Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan
Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 32/PERMEN/M/2006 Tahun
2006 tentang Petunjuk Teknis Kawasan Siap Bangun dan Lingkungan Siap Bangun
yang Berdiri Sendiri, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006
Tahun 2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung, Peraturan
Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006   Tahun 2006 tentang Pedoman
Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan, Peraturan
Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05 /PRT/M/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman
Teknis Pembangunan Rumah Susun Sederhana Bertingkat Tinggi, Peraturan Menteri
Pekerjaan Umum Nomor 06 /PRT/M/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum
Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum
Nomor 24/PRT/M/2007   Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan
Bangunan Gedung, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/PRT/M/2007
Tahun 2007 tentang Pedoman Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung, Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin
Gangguan di Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Peraturan Daerah Provinsi Jawa
Barat 3 Tahun 2009 tentang Garis Sempadan Jalan, Peraturan Daerah Kabupaten
Cirebon Nomor 2 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Peraturan
Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2
Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Kabupaten Cirebon,
Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan
Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Cirebon, Peraturan Daerah kabupaten Cirebon
Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah
Kabupaten Cirebon Cirebon, Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun
2010 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah, Peraturan Daerah
Kabupaten Cirebon Nomor 17 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Cirebon Tahun 2011-2031.

c. Peraturan daerah ini mengatur tentang:

BAB I – KETENTUAN UMUM;

BAB II – PENYELENGGARAAN PERIZINAN meliputi jenis penyelenggaraan perizinan,
ketentuan penyelenggaraan perizinan, izin mendirikan bangunan, izin ganguan, izin
trayek, dan izin usaha perikanan;

BAB III – RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU meliputi retribusi izin mendirikan bangunan,
retribusi izin gangguan, retribusi izin trayek, dan retribusi izin usaha perikanan.

BAB IV – PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF;

BAB V – STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI;



BAB VI – WILAYAH PEMUNGUTAN;

BAB VII – MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG;

BAB VIII – TATA CARA PEMUNGUTAN;

BAB IX – TATA CARA PEMBAYARAN;

BAB X – PEMANFAATAN;

BAB XI – TATA CARA PENAGIHAN;

BAB XII – SANKSI ADMINISTRASI;

BAB XIII – PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI;

BAB XIV – KEDALUWARSA PENAGIHAN;

BAB XV – KETENTUAN PIDANA;

BAB XVI – KETENTUAN PENYIDIKAN;

BAB XVII – INSENTIF PEMUNGUTAN;

BAB XVIII – KETENTUAN PERALIHAN;

BAB XIX – KETENTUAN PENUTUP.

Status : a. Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan pada tanggal 4 Mei 2012 dan
sekaligus mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon tentang:
 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin

Trayek;
 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin

Mendirikan Bangunan;
 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin

Gangguan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Cirebon Nomor 9 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2000 tentang izin Gangguan;

 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2000 tentang Izin
Mendirikan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Cirebon Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2000 tentang izin Mendirikan
Bangunan;

 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2000 tentang Izin
Gangguan;

 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 8 Tahun 2002 tentang
Penyelenggaraan Usaha Perikanan dan Kelautan;

 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin
Usaha Perikanan dan Kelautan;

 Segala ketentuan/Pasal-pasal dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon
sepanjang mengatur rertribusi dan bertentangan dengan peraturan daerah ini.

b. Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu)
tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

c. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Bupati.


